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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, kerena atas 

berkat dan rahmat, ridho, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang beijudul ‘Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Komersial Terhadap 

Asuransi Tanggung Jawab Dalam Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1992 Tentang Penerbangan”.
Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang 

Penerbangan Transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

dunia bisnis maupun dalam pandangan strategis wawasan nusantara. Fungsi peranan 

udara sebagai moda transportasi udara selain menjadi sarana migrasi penduduk dan 

barang-barang komoditi antara pulau-pulau dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, juga sebagai sarana perdagangan dengan luar negeri yang cepat 

dan efisien. Karena moda transportasi udara dapat mencapai tujuan dalam waktu yang 

cepat, menggunakan teknologi tinggi dan memiliki tingkat keselamatan yang cukup 

tingggi. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi peristiwa 

kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta 

benda. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat skripsi ini 

untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara terhadap 

penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakaan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh karena 

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini 
dapat lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah khasanah pengetahuan dan disiplin ilmu hukum khususnya bagi kita 

semua. Amin

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjuk kearah yang semakin 

menyatu dengan pertumbuhan ekonomi baik itu regional maupun internasional. Hal 

tersebut ditandai dengan meningkatnya daya komsumsi masyarakat. Disamping itu 

juga memiliki dampak yang menguntungkan dan juga merugikan masyarakat. Dalam 

kehidupan manusia yang semakin berkembang dewasa ini hendaknya diiringi pula 

dengan pola pikir yang cepat kerena begitu banyaknya tantangan yang semakin

ikompleks.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan yang

beraneka ragam sehingga sering kali menimbulkan bermacam-macam permasalahan,

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia memerlukan suatu sarana

pendukung. Salah satunya adalah sektor transportasi atau yang dikenal dengan istilah

pengangkutan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup

memadai, tanpa adanya suatu alat angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat 

diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi 

dari suatu Negara.

Harian Umum Kompas, “ Refleksi Ekonomi:Pertumbuhan belum cukup selesaikan 
masalah”, hari sabtu tgl 30 Desember 2006, hlm 1.
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Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian memperkukuh persatuan dan kesatuan, 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta mempererat 

hubungan antar bangsa. Pentingnya trasportasi tersebut tercermin pada semakin 

meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke 

seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu, trasportasi 

juga berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan daerah 

yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan 

pembangunan serta hasil hasilnya.

Setiap permasalahan dalam bentuk atau bidang manapun, apabila dalam 

bidang ekonomi tidak mungkin dapat beijalan dengan semestinya untuk memperoleh 

keuntungan tanpa adanya alat-alat pengangkutan antara lain memungkinkan untuk 

dapat sampainya barang-barang produksi dan perdagangan ditempat pemakai tepat 

pada waktunya serta dalam keadaan utuh dan lengkap. Konsumen dapat

memanfaatkan barang-barang produksi dan perdagangan yang diperlukan itu dengan 

cukup. Begitupun produsen memerlukan alat-alat pengangkutan yang dapat beijalan 

dengan baik dan teratur untuk menyalurkan hasil-hasil produksi ke konsumen. 

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak

2 Penjelasan Undang Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
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untuk diperdagangkan. Dengan demikian transportasi memegang peranan penting 

untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan 

masyarakat, peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, hal ini 

disebabkan tanpa adanya pengangkutan suatu perusahaan tidak mungkin dapat 

berjalan tanpa jasa pengangkutan baik itu didarat, laut, dan udara, melalui sarana 

kendaraan bermotor, kereta api,kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.

Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 dijabarkan, bahwa pembangunan 

transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, social budaya, politik, 

pertahanan keamanan yang diselenggarakan secara terpadu, tertip, lancar, aman, 

nyaman, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika 

pembangunan3.

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pengangkutan tidak 

hanya dilakukan didarat saja namun penyelenggaraan pengangkutan dapat juga 

dilakukan melalui laut maupun udara. Dalam dunia pengangkutan yang pertama 

berkembang sesuai dengan kemampuan manusia adalah pengangkutan darat, hal ini 

tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. Penjelajahan pertama 

yang dapat dilakukan manusia adalah didarat, selanjutnya air (berenang). 

Pengangkutan darat terdiri dari banyak ragam mulai dari manusia, gerobag, sepeda 

angin, mobil dan kereta api. Dengan demikian tidak mengherankan jika hukum 

pengangkutan yang berkembang lebih awal terletak pada dua moda yaitu hukum

3 TAP MPR RI No.II/ MPR/ 1999-2004, Sinar Grafika, 1999.
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pengangkutan darat dan laut, sementara itu hukum pengangkutan udara yang 

merupakan moda terakhir yang berkembang diantara hukum pengangkutan laut, 

darat dan kereta api.4

Menurut pendapat HMN Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian 

timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelengarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat 

ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 

membayar biaya angkutan. Dari definisi tersebut maka dapat dipahami pihak-pihak 

dalam pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim, dimana pengankut adalah 

pihak yang menyelengarakan pengangkutan dari suatu tempat ketempat tujuan

tertentu terhadap objek pengangkutan yaitu barang atau orang, sedangkan pengirim 

berkewajiban untuk membayar uang angkutan.5

Lebih lanjut menurut H. Abbas Salim yang menggunakan istilah 

pengangkutan dengan istilah transportasi adalah kegiatan pemindahan (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ketempat lain, maka dari definisi tersebut dapat terlihat 

dua unsur terpenting yaitu 6:

a. Pemindahan / pergerakan (<movement),

b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan 

ketempat lain.

penumpang

4 Toto Tohir Suriaatmadja, Masalah dan Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udara 
Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 1.

5 HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang buku 3 seri hukum Pengangkutan, 
penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hlm . 2

H. A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 6



5

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkutan adalah 

untuk memindahkan barang dan atau orang dan suatu tempat ketempat tujuan tertentu 

dengan selamat. Oleh karena itu pengangkutan merupakan peijanjian timbal balik 

yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Istilah 

“dengan selamat” mengandung arti bila pengangkutan beijalan dengan ‘"tidak 

selamat” maka merupakan tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini 

mempunyai arti, yaitu barang dan/atau orang tidak sampai dari suatu tempat ketempat 

tujuan tertentu dengan selamat atau barangnya tidak ada dan barangnya ada, 

barangnya tidak ada dapat disebabkan lenyap atau musnah mungkin disebabkan 

karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar kelaut, dicuri orang atau sebab lain, 

sedangkan barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya sedemikian rupa 

sehingga barang itu tidak bisa dipergunakan semestinya.7

Dipandang dari segi goegrafis, luas wilayah dan penyebaran penduduknya,

maka peranan dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai posisi yang sangat 

penting dan strategis ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan 

social, budaya, ekonomi dan roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan 

keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan 

ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antar daerah 

terpencil dipulau-pulau besar diluar pulau Jawa. 8

7 HMN. Purwosutjipto, Op cit, hlm 2.
H.E.,Saefullah, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara 

Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 1
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Disamping itu angkutan udara juga merupakan sarana penting bagi 

pengembangan industri pariwisata. Indonesia sebagai suatu Negara yang kaya akan 

kebudayaan dan tradisi dengan keindahan alamnya yang menarik dan iklim tropisnya 

yang menyenangkan sangat menarik perhatian para wisatawan asing maupun 

domestik. Selain itu juga peranan dan fungsi angkutan udara yang sangat penting ini 

terutama ditinjau dari segi politik ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang 

sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional.9

Sebagaimana kita ketahui dewasa ini banyak sekali terjadi peristiwa yang 

berhubungan dengan lalu lintas dunia penerbangan Indonesia baik itu karena 

kesalahan dari faktor cuaca, manusia dan kondisi pesawat yang tidak layak untuk 

terbang. Peristiwa tersebut sering kali menimbulkan banyak sekali kerugian dari 

masing-masing pihak, salah satu contohnya peristiwa kecelakaan dan hilangnya 

pesawat milik Adam air berjenis Boeing 737 - 400 nomor penerbangan KI - 547 rute 

penerbangan dari Surabaya menuju Manado yang mengalami kecelakaan serta

mengakibatkan hilangnya pesawat tersebut beserta seluruh penumpang dan awak 

pesawat yang terdiri dari 96 orang penupang dan 6 orang kru awak pesawat.10

Berdasarkan peristiwa tersebut, hal ini menunjukan bahwa setiap kecelakaan 

pesawat terbang tentunya mempunyai sebab dan akibat tersendiri, ada kecelakaan 

ringan, ada yang demikian beratnya hingga dapat disebut suatu bencana 

membawa korban puluhan orang dan menimbulkan kerugian materiil puluhan atau

yang

9 Ibid, hlm 2.
10 Harian Sriwijaya Post,, “Adam Air diduga jatuh di Torajd\ hari selasa, tgl 2 januari 2007,

hlm 1.



I
7

ratusan juta rupiah. Pada umumnya pada suatu kecelakaan pesawat terbang terlibat, 

baik langsung maupun tidak langsung beberapa pihak yaitu pemilik pesawat terbang, 

operator pesawat terbang, pabrik pesawat terbang, penumpang, pengirim barang, 

search and rescue, penjual pesawat terbang, pengatur lalu lintas udara, perusahaan 

asuransi dan pihak ketiga didarat atau dilaut. Pada suatu kecelakaan dimana suatu 

pesawat terbang tercebur kelaut, sudah tidak ada pihak ketiga yang dirugikan kecuali 

kebetulan sekali jatuh keatas kapal. Begitu pula pada suatu take off yan gagal disuatu 

lapangan terbang tidak akan ada team search and rescue yang kadang-kadang 

berhari-hari naik gunung turun gunung untuk mencari sisa-sisa pesawat terbang yang 

jatuh dengan bekeija sama dengan pesawat terbang, baik sipil maupun militer.11

Salah satu persoalan pokok dalam hukum udara adalah mengenai tanggung 

jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut (carrier) terhadap penumpang dan

pemilik barang, disebabkan dalam menjalankan usahanya pihak pengangkut dapat

menimbulkan kerugian baik dengan sengaja maupun tidak sengaja terhadap pengguna 

jasa angkutan (penumpang, pemilik bagasi, penggirim/penerima kargo). Dilihat dari 

segi hukum khususnya hukum pengangkutan udara setiap kecelakaan terjadi ada dua 

pihak yang memiliki peranan yang sangat utama yaitu pengangkut dan orang yang 

dirugikan.

Perkembangan dunia penerbangan dewasa ini mengalami kemajuan yang 

cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya maskapai-maskapai penerbangan 

yang baru ada dengan menawarkan harga tiket yang cukup murah dan 

E.Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni, Bandung 1979, hlm 39.

swasta
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beragam kepada konsumen. Tetapi dibalik itu semua para konsumen juga merasakan 

hak-hak mereka tidak dilindunggi sebab jangan sampai dengan tarif yang murah 

pihak maskapai penerbangan tidak menghiraukan pelayanan, kenyamanan, bahkan 

keselamatan para penumpang. Keselamatan adalah aspek yang paling penting dalam 

setiap penerbangan oleh karena itulah pihak maskapai penerbangan memiliki 

tanggung jawab terhadap setiap penumpang untuk sampai dengan selamat ketempat 

tujuan.

Setiap perusahaan penerbangan (pengangkutan udara) diwajibkan untuk 

mengasuransi tanggung jawabnya menurut Undang-undang No.15 Tahun 1992. 

Tujuan diadakannya asuransi tersebut untuk melindunggi kepentingan pihak dan 

memberikan kepastian kepada pihak korban bahwa pengangkut udara akan membayar 

kompensasi jika terjadi kecelakaan, sedangkan untuk pihak pengangkut dalam

melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlalu berat dan tidak akan menganggu

keadaan keuangan perusahaan kerena dijamin oleh asuransi.

Dalam bidang penerbangan dan pengangkutan udara erat hubungannya antara 

tangggung jawab dan asuransi, hal itu disebabkan bidang penerbangan dan angkutan 

udara merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan masalah resiko. Asuransi 

dipandang memegang peranan penting untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi 

dalam bidang penerbangan. Menurut pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak,12 

bahwa resiko yang dihadapi dalam penerbangan semakin dirasakan kebutuhannya

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembanganyay Seksi 
Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm 151.



9

untuk mengasuransikan. Kebutuhan akan perlindungan atau ganti rugi seandainya 

kecelakaan sunguh terjadi semakin dirasakan sebagai suatu kepentingan bagi 

beberapa pihak yaitu pemilik pesawat udara atau pengangkut, penumpang atau 

pemilik barang serta pihak yang berkepentingan lainnya,

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

membahas masalah tersebut diatas untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk

skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN

KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG JAWAB DALAM

KECELAKAAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992

TENTANG PENERBANGAN ”

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi 

permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawap pihak pengangkut angkutan udara terhadap 

penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakan sehubungan dengan 

kewajiban asuransi tanggung jawabnya ?

2. Bagaimana sanksi hukum apabila pihak pengangkut tidak mengasuransikan 

tanggung jawabnya ?
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C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara 

terhadap penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakan

sehubungan dengan kewajiban asuransi tanggung jawabnya.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum apabila pihak pengangkut tidak

mengasuransikan tanggung jawabnya.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Dari aspek Akademis-Teoritis, dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan hukum, khususnya hukum pengangkutan udara dan hukum

asuransi.

2. Dari aspek Sosial-Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak 

konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara mengenai tanggung jawab 

pihak pengangkut kepada penumpang.

E. Ruang Lingkup

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan 

supaya lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada 

hal-hal yang terjadi pada pengangkutan udara yaitu mengenai tanggung jawab pihak 

pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dan pemilik barang yang
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mengalami kecelakan dan kewajiban pihak pengangkut untuk mengasuransikan 

tanggung jawabnya.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis- 

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data 

sekunder oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian 

kepustakaan.13

Bahan-bahan yang didapat mencakup buku dan sumber lainnya yang ada 

hubungannya dengan permasalahan.

2. Sumber Bahan Penelitian.

Sumber bahan yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data sekunder terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.14

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan, dan

terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945, beserta amandemen I, II, III, dan IV;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;

J* Soerjono Soekamto, "Pengantar Penelitian Hukum ’TJI-press, cetakan ketiga, 1986, hlm 52. 
Amirudin&H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm 119.
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 2 

Perasuransian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan

Tahun 1992 tentang Usaha

Udara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan 

Keselamatan Penerbangan;

7. Ordonasi Pengangkutan Udara ( Luchtvervoer Ordonantie ),

Staatsblad 1939 Nomor 100;

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burzerlijk Wetboek),

Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23

9. Kitab Undang-Undang Hukm Dagang (Wetboek Van KoephandeT),

Staatsblaad Tahun 1938 Nomor 38

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber dan bahan-bahan yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,

hasil-hasil penelitian Pendahuluan dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus

hukum, esiklopedia, koran, majalah, jurnal ilmiah dan sumber internet.
z 1

& v
•41
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3. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Tehnik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi 

kepustakaan atau studi dokumen, studi kepustakaan merupakan metode yang 

digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan (Library

Research) merupakan penelititian dengan mengambil bahan kepustakaan

berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya.

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara

meneliti atau menelaah bahan hukum sekunder yang ada relevansinya dengan

permasalahan.

4. Analisis Bahan Penelitian.

Bahan-bahan yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualilitatif yaitu

menganalisis bahan-bahan yang telah diperoleh yang berasal dari data

sekunder, bahan-bahan tersebut dijabarkan dan diuraikan kemudian disusun

secara sistematis untuk dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan 

yang diteliti.

-



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Abdulkadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, Penerbit Alumni, 
Bandung, 1983.

Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Penerbit
Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pertanggungan Wajib : seksi hukum dagang, 
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.

-------------------------------5 Hukum Pertanggungan dan Perkembanganya,
Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 
1983.

E. Saefullah W, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara 
Internasional dan Nasional. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989.

----------- 9 Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Udara Pusat. Penerbit Universitas Islam Bandung, 1995.

E. Suherman, Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia. 
N.V.Eresco, Bandung, 1962.

------- , Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Penerbit Alumni,
Bandung, 1978.

-------- ^Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara danBeberapa
Masalah lain dalam Bidang Penerbangan, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

;
1

, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Penerbit Alumni, Bandung,
1984.

---------, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Himpunan Makalah 1961
1995, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000. »

f

90

I



91

HMN.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum 
Pengangkutan, Jilid 3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.

----------------- , Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum
Pertanggungan, Jilid 6 , Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.

K.Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Hukum Laut 
Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.

Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga, 
Penerbit Alumni Bandung, 2003.

Mieke komar kantaatmadja, Tanggung Jawab dalam Pencemaran Udara, 
Penerbit Litera, Bandung, 1978.

Munir fuady, Perbuatan Malawan hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2002.

R. Ali Ridho, Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara 
dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 
1984.

I ■

R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Penerbit Rajawali, Jakarta 1981

Soeijono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI- press, Jakarta. 
1986.

Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermesa, Jakarta, 1991.

Subekti. R. & R. Tjitrosudiro, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,
cetakan 33, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Subekti. R. & R. Tjitrosudiro, Kitab Undang - Undang Hukum 
dan Undang - Undang Hukum Kepailitan, cetakan 26, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Dagang 
Penerbit PT

Sution Usman Adji,dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, 
Jakarta. 1991.

Setiawan.R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT Bina Cipta, Bandung, 1979.
S



92

Toto Tohir S, Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara 
Nasional, Penerbit Mandar Maju, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang.

Stb. No.100 Tahun 1939 Tentang Ordonansi Pengangkutan udara

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan

Penerbangan.

Website:

www.dephub go.id/index.php?name=trans-udara.id.

www.Indonesian-aerospace.com/book/d26.htm.

www.hukumonline.com/detai l/asp.id=l 3 549&cl=focus.

www.angkasa online.com/12/04/lain/lain 11 .htm.

www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id2007QlQ53625XX.

i

http://www.Indonesian-aerospace.com/book/d26.htm
http://www.hukumonline.com/detai_l/asp.id=l_3_549&cl=focus
http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id2007QlQ53625XX

